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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR : 4 TAHUN 2016 

 

T E N T A N G 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS 

BAGI PEGAWAI INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan masing-masing 

Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

dan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan 

Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

3 Tahun 2015, dan memperhatikan ketentuan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 152 Tahun 2009 

tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

maka diperlukan Tunjangan Khusus Bagi Pegawai 

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan;  

b. bahwa pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendorong 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 

berupa kesiapan aparat Inspektorat yang memiliki 

integritas, independen, profesional, disiplin dan beretika 

serta memiliki motivasi dan kinerja yang baik, sehingga 

perlu meninjau Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi 

Selatan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 

2013 Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai 

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengubah 

SALINAN 
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Jumlah Tunjangan Khusus Pegawai Inspektorat Provinsi 

Sulawesi Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 

2013 Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai 

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan; 

Mengingat :   1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

   2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421); 

   3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389);  

   4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 7.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Daerah Kepada 

DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Beban Kerja Pegawai 

Negeri; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan 

Angka Kreditnya; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
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2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga 

Teknis, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 242) sebagimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 

Nomor 13); 

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 

2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2013 Nomor 56) sebagaimana telah 

diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2014 (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 63); 

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 

2013 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai 

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 57) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 2014 (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 54); 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 

57 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 
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KHUSUS BAGI PEGAWAI INSPEKTORAT PROVINSI 

SULAWESI SELATAN. 

Pasal I 
 

Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pemberian 

Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 57) yang telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 2014 (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 54) diubah, sehingga 

perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 

 Ditetapkan di Makassar  

 pada tanggal 11 Januari 2016    

   

 

 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

                                       ttd 

    

 Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H, M.Si, M.H. 

 

 

Diundangkan di Makassar 

pada tanggal 11 Januari 2016          

 

       SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

                    

ttd  

 

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M. 

 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 4 
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LAMPIRAN  : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR   : 4   TAHUN 2016 

TANGGAL : 11 Januari 2016         

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR 

SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2013 

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI 

PEGAWAI INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI 

SELATAN. 

 

JUMLAH TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI INSPEKTORAT               

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

NO PEJABAT/PEGAWAI 
JUMLAH 

TUNJANGAN  

1 2 3 

1 PEJABAT ESELON II Rp 10.500.000,- 

2 PEJABAT ESELON III Rp 8.000.000,- 

3 PEJABAT ESELON IV Rp 6.000.000,- 

4 FUNGSIONAL MADYA Rp 4.800.000,- 

5 FUNGSIONAL MUDA Rp 3.800.000,- 

6 FUNGSIONAL PERTAMA Rp 3.500.000,- 

7 

FUNGSIONAL PELAKSANA/ FUNGSIONAL 

PELAKSANA LANJUTAN/ FUNGSIONAL 

PENYELIA 

Rp 3.400.000,- 

8 FUNGSIONAL UMUM GOLONGAN IV Rp 3.950.000,- 

9 FUNGSIONAL UMUM GOLONGAN III Rp 3.500.000,- 

10 FUNGSIONAL UMUM GOLONGAN  II Rp 3.000.000,- 

11 FUNGSIONAL UMUM GOLONGAN  I Rp 3.000.000,- 

 
 

 

                                             GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

                                                             

 

 

 

                                  Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H. 


